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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan 

dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditaik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum yang 

dilakukan oleh dinas tekait dalam melaksanakan tugas dan 

mewujudkan ketertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak 

memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman sudah baik, 

dan dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja memang 

sangan dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegaakan 

terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman. 

Dan koordinasi yang terjalin baik dalam dinas-dinas yang satu 
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dengan yang lainnya terjalin dengan baik, sehingga dapat saling 

memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan. 

2. Dalam menjalankan penegakan terhadap kegiatan usaha yang tidak 

memiliki perizinan di Kabupaten Sleman dari Satuan Polisi 

Pamong Praja memiliki beberapa kendala adnata lain terbatasnya 

jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Sleman, mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini 

sangat luas dan jenis kegiatan yang ada di sleman ini sangat 

banyak sehingga tidak dapat setiap hari dilakukan pemantauan 

untuk memaksimalkan penegakan hukum, namun sekarang dengan 

ada kemajuan tehnologi Satuan Polisi Pamong Praja membuka 

layanan pengaduan yang dapat langsung disampaikan masyarakat 

jika masyarakat mengetahui ada yang tidak benar dari suatu 

kegiatan usaha yang ada di lingkungannya, penganduan tersebut 

dapat disampaikan langsung melalui website Pemerintah 

Kabupaten Sleman dan kemudian akan diteruskan langsung ke 

dinas-dinas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. 

Yang diharapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari pengaduan 

yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses web 

tersebut adalah masyarakat juga dapat berperan aktif dalam 

lingkungannya sehingga mengetahui jika ada yang salah di 
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lingkungannya dan dapat segera melapor, dan juga melibatkan 

masyarakat dalam proses penegakan hukum di masyarakat. 

 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka penulis  

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Dinas Lingkungan Hidup berserta Satuan Polisi Pamong Praja 

harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki 

perizinan dalam melakukan suatu kegiatan usaha dan dalam hal 

penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki 

izin harus lebih ditegaskan agar memberikan efek jera kepada para 

pelaku usah yang tidk memiliki izin dan juga tidak padang bulu 

terhadap usaha apapun baik dari usaha kecil ataupun usaha besar. 

Satuan Polisi Pamong Praja dapat malakukan penambahan terhadap jumlah 

personil agar dalam menjalankan kewenangannya dapat dilakukan dengan 

maksimal mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini sangan luas, dan 

melakukan sosialisasi terkait sistem pengaduan masyarakat lebih ditingkatkan 

agar masyarakat lebih mengetahui prosedur pengaduan dan juga dapat membantu 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pelanggaran-pelanggaran 

yang terjadi di Kabupaten Sleman. 
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JuduJ Keglata'n: PENEGAKANHUKUM TERHAOAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK

MEMIUKI PERIZINAN UNGKUNGANDI KABUPATEN SLEMAN

Waktu :20 Maret 2017 sid 20 Junl2017

Yang bersangkutan benar-benar telah}i.roelaksanakan peneliti·an di Oinas Ungkungan

HidupKabupaten Sleman ·dan telah memperoleh data-data yang diperlukan dalam

penelitiannya.

Demlkian su.rat keterangan ini dib·uat untuk dlgunakan sebagaimana mestinya.
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Nama : YosefYoga Kresnata
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Alarriat : Ja.lan Magelang Km.8,No.110A, Mlati, sternan, Yogyakarta 55285

Judul Kegi,atan: PENEGAKAN HUKUMTERHADAP KEGIATAN USAHA YANGTIDAK

MEMIUKI PERIZINAN llNGKUNGAN 01 KABUPATEN SLEMAN

Waktu : 20 Maret 2017s/d 20 Juni 2017"

Yangbersangkutanbenar-benar telah melaksanakan penelitian di Dines Penanaman

,Modal Danpetayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sle.man dan telah memperoleh data

data yang diperlukan dalam penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Universitas Atma Jaya Jakarta

"telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi P,among Praja Kabupaten Sleman

dalam rangka penyusunanskripsi dengan Judul"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKIPERIZI·NAN LINGKUNGAN DI

KABUPATEN SLEMAN".
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